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Abstrak 
Keluarga sebagai institusi pendidikan informal merupakan elemen terkecil dalam 
masyarakat. Keluarga memiliki peran dan fungsi dalam melahirkan dan mencetak generasi 
tauhid serta memiliki kemandirian. Permasalahan yang dihadapi sebuah keluarga Islam 
sangatlah komplek. Berbagai rongrongan baik dari dalam maupun dari luar seperti RUU P-KS 
yang isinya disinyair banyak pasal-pasal yang dapat merusak ketahanan keluarga Islam, 
sehingga pada akhirnya keluarga tidak lagi mampu mengoptimalkan peran dan fungsi sebagai 
lembaga pendidikan informal. Oleh karenanya ketahanan keluarga Islam sebagai institusi 
pendidikan informal menjadi sangat penting untuk dikaji. Tujuan Penelitian untuk menganalisa 
sebuah wacana secara kritis terhadap suatu konsep pemahaman, interpretasi dan sikap 
Pimpinan Pusat Persatuan Islam Istri (PP Persistri) tentang RUU P-KS dalam upaya menjaga 
ketahanan keluarga Islam sebagai institusi pendidikan informal. Metode penelitian dengan 
pendekatan data kualitatif jenis studi teks dari RUU P-KS. Peneliti menganalisa wacana secara 
kritis pernyataan dari informan dengan menggunakan metodologi analisis wacana kritis  dalam 
mengkaji  dan menguji materilkan pasal-pasal  dalam RUU P-KS yang terkait dan berdampak 
pada ketahanan rumah tangga Islam sebagai instirusi pendidikan informal. Hasil penelitian, PP 
Persistri beranggapan bahwa jika bunyi pada pasal-pasal dalam RUU P-KS khususnya yang 
terkait keluarga tidak mengadakan revisi, maka dengan tegas PP Persistri menolak RUU P-KS 
tersebut. PP Persistri  menilai dengan adanya  RUU P-KS  dapat menjadi pintu masuk bagi 
diubahnya undang-undang Perkawinan dan undang undang lainnya yang terkait, sehingga 
dapat melemahkan  ketahanan keluarga  dan masyarakat, serta hukum adat setempat. 
 
Kata Kunci : Pendidikan Informal, RUU P-KS. 
 
Abstract 
 
The family as a inforal education institution is the smallest element in society. Family 
has a role and function in giving birth and printing generation of tauhid and has independence. 
The problems faced by an Islamic family are very complex. Various disturbances both  from 
within and from outside such as RUU P-KS whose contents allegedly many articles that can 
damage the resilience of the islamic family, so that in the end the family can no longer 
optimize their role and function as an informal educcation intitution. Therefore the  resilience 
of the islamic family as an informal educational institution becomes very inportant to study. 
The purpose of the study  was to examine the understanding, interpretation and attitude of the 
PP Persistri regarding RUU P-KS  in an effort to maintain the resilience of the islamic family 
as an informal educational institution. Research methods using qualitative  approach typy RUU 
P-KS Text study. The researcher critically analyzes each discourse and statement if attitude 
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from the informant  by using the technique of discourse analysis critical in reviewing and 
testing the material in the articles in the RUU P-KS that have an impact  on the resilience of the 
islamic family as an informal educational institution. Research result; PP Persistri considers 
that if the RUU P-KS  is forced into law and does not make revisions to  articles that are 
considered to be able to destroy islamic family detention, then the PP Persistri firmly rejects 
the RUU P-KS. PP Persistri sees that the existence if the RUU P-KS can be an opportunity to 
amend the marriage  law (undang-undang perkawinan)  and other relatedlaws, so as to weaken 
the resilience of families and communities and local customary law. 
 
Keywords: Informal Education, RUU P-KS. 
 
PENDAHULUAN  
Riset ini dipicu karena kehawatiran terkait fenomena yang terjadi pada keluarga sebagai 
institusi pendidikan informal dalam mengalami permasalahan sosial. Permasalahan sosial 
tersebut seperti meningkatnya angka perceraian, KDRT,  kesalahan dalam pola asuh, anggota 
keluarga terjerumus dalam pergaulan bebas, penyimpangan orientasi seks, termasuk 
persebarannya paham terorisme.1  Sebagai institusi pendidikan informal  keluarga pada saat ini 
banyak yang tidak lagi berperan sebagai agen utama dan pertama dalam pendidikan anggota 
keluarga.  
Draft Kompilasi Hukum  Islam, draft  Keadilan dan Kesetaraan Gendar (KKG) pernah 
ditolak karena dinilai akan merusak tatanan keluarga begitupun dengan RUU P-KS. Reaksi 
dari berbagai kalangan termasuk ormas keagamaan Islam terhadap draft RUU P-KS tersebut 
beragam. Berbagai kajian dan uji materil dengan mempertimbangkan manfaat dan madaratnya 
bagi ketahanan keluarga Islam. RUU P-KS  diusung sejak tanggal 26 Juni 2016 oleh Komnas 
Perempuan.  Alasan lahirnya RUU P-KS karena Indonesia sudah darurat pelecehan dan 
kekerasan  seksual. Catatan  Komnas Perempuan, tercatat 348.446 kasus kekerasan yang 
dilaporkan sepanjang tahun 2017, ini meningkat 74 perssen dari tahun 2016, yakni 2599.150 
kasus.2   
Banyak kalangan menganalisa dan mengkritisi RUU P-KS dengan hasil yang beragam 
ada yang pro dan kontra. Kalangan yang pro tentunya dengan serta merta menerima bahkan 
membantu mensosialisasikan pada masyarakat, begitupun yang kontra menurut peneliti terbagi 
menjadi dua bagian menolak sekaligus dan ada yang menolak pada pasal-pasal tertentu yang 
dianggap multi tafsir.  
                                                             
1 Berita Online  Republika. https://www.republika.co.id/berita/koran/urbana/15/06/30/nqqwsl39-
ketahanan-keluarga 
2 Polemik RUU P-KS. https://seruni.id/polemik-ruu-pks-yang-harus-kita-hadapi/. Diundauh tanggal 15 
Agustus 2019 
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Kepedulian para pemuka agama dari berbagai ormas keagamaan termasuk Pimpinan 
Pusat Persatuan Islam Istri sebagai badan otonom dari Persatuan Islam (PERSIS) sejak dulu 
memang  berupaya dan memiliki andil dalam melindungi ketahanan rumah tangga Islam. 
Pimpinan Pusat Persatuan Islam Istri menganalisa secara kritis terdapat beberapa pasal yang 
dapat mengancam tatanan Keluarga Islam,. Karenanya RUU P-KS menjadi wacana tersendiri 
dan diuji materilkan,  dianalisa, ditelaah secara kritis. Hal ini perlu menjadi perhatian serius 
sebab bunyi dari pasal-pasal tertentu berisi acaman bagi ketahanan keluarga islam sebagai 
sarana pendidikan informal dan madrasah ula bagi anak-anak. Optimalisasi peran dan fungsi 
dari anggota keluarga secara syariat Islam menjadi hal yang mutlak dijalankan dalam 
mewujudkan genarasi rabbani dan generasi yang sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional 
pendidikan Indonesia. 
Keluarga sebagai institusi terpenting.3 Keluarga merupakan kesatuan individu dalam 
masyarakat.4 Keluarga sebagai bagian dari jenis pendidikan informal. Keluarga sebagai 
institusi pendidikan informal dijabarkan dalam  UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan informal adalah  jalur pendidikan keluarga dan 
lingkungan.5 Pendidikan informal adalah bagian dari jenis pendidikan nasional tentunya, 
mengingat keluarga sebagai institusi pendidikan yang pertama dan penting bagi anak-anak 
serta menjadi dasar utama dalam pembentukan karakter anak itu sendiri. Dengan demikian jika 
sebuah keluarga tidak menjalankan fungsi dan perannya selaku institusi pendidikan yang utama 
dan pertama, maka bisa dipastikan pula akan menjadi salah satu faktor penyebab ketidak 
tercapaian tujuan pendidikan nasional. 
Pada intinya proses pendidikan terjadi diberbagai lingkungan belajar termasuk di dalam 
keluarga. Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang demoktratis serta bertanggungjawab.6 Oleh karenanya 
karena keluarga menjadi bagian pendidikan nasional sama halnya dengan pendidikan formal 
                                                             
3 Cecep Darmawan, Kotroversi Rancangan Undang-undang tenang Penghapusan Kekerasan Seksual. 
Pusat Kjaian Kebijakan Publik, Inovasi Pendidikan dan Pendidikan Kedamaian LPPM UPI. Bandung, 
2019, hal. 10 
4 Azizah. Ketahanan Keluarga dalam Mmbangun Kleuarga Kuat, Mandiri dan Bebas KDRT dalam 
Perspektif Islam. Makalah, dalam seminar Nasional tentang RUU P-KS. Bandung, tahun 2019, hal 1. 
5 UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Nasional Pendidikan BAB i Pasal 1 ayat 13 
6 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Nasionall Pendidikan, BAB II Pasal 3. 
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dan nonformal, maka keluarga yang ideal, kuat, mandiri, dan memiliki ketahanan menjadi core 
penting dan agen utama dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. 
Mempertahankan ketahanan keluarga Islam sebagai institusi pendidikan informal yang 
memiliki  akselerasi, terobosan dan berdaya ungkit tinggi menjadi tema yang krusial dan sering 
diangkat untuk dibahas dan dikaji lebih mendalam. Beragam pembahasan yang disajikan dalam 
memformulasikan ketahanan keluarga Islam baik kaitan dengan  landasan kebijakan yang ajeg, 
holistik, dan komprehensif terhadap tegaknya payung hukum yang adil merata terhadap 
perlindungan bagi anggota keluarga Islam. 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Metode Penelitian   
Jenis penelitian ini merupakan penelitian data kualitatif dengan pendekatan deskriptif 
Analisis.  Alasan menggunakan kualitatif deskriftif analisis karena permasalahan masih sangat 
dinamis, dalam memahami gejala sentral.7 Peneliti sebagai partisipan aktif  selama riset serta 
untuk  menganalisa wacana secara kritis dalam memahami fenomena sosial yang ditimbulkan 
saat pengumpulan data khususnya terkait RUU P-KS di lingkungan Pimpinan Pusat Perssatuan 
Islam Istri (PP Persistri masa jihad 2015-2020).  
B. Tempat dan Waktu Penelitian  
1. Tempat penelitian dilakukan di Sekretariat Pimpinan Pusat Persatuan Islam Istri (PP 
Persistri),  beralamat di Jalan Kalipah Apo Bandung Jawa Barat 
2. Waktu penelitian, mulai dari pengajuan Proposal Penelitian sampai Pelaporan 
dilaksanakan mulai bulan Agustus 2019  sampai Mei 2020. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis studi teks RUU P-KS, sedangkan sumber data pada  penelitian  ini beberapa 
informan yang dinilai memiliki power, dan otoritas penentu  kebijakan pada Pimpinan Pusat 
Persatuan Islam Istri.   
D. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 
1. Metode Penelitian 
Metode penelitian menggunakan Analisis Wacana Kritis (Discourse Analysis 
Critic) untuk menganalisis data atau objek penelitian. Karena objek penelitian yang 
dikumpulkan berupa dokumen (tulisan dan rekaman), maka analisis wacana dipandang 
relevan untuk digunakan. Kelebihan dari analiss wacana kritis lainnya adalah karena 
                                                             
7 JR. Raco, Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta PT Grasindo, 2007, hal. 7. 
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analisis wacana kritis mengkombinasikan teori sosial (wacana)  dengan linguistik yang 
melahirkan  linguistik kritis dan kombinasi ini berguna  untuk melihat  relasi kuasa dibalik 
teks dan bagaimana kekuasaan  idiologis diartikulasikan  secara tekstual. Alasan kenapa 
memilih metode analisis  wacana  kritis ini karena objek penelitian merupakan dokumen 
berupa tulisan wacana (teks) yang mengkaji RUU P-KS dan rekaman pernyataan sikap 
ketua Umum PP Persistri. 
2. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik 
mulai dari observasi, wawancara, studi pustaka dan studi dokumen.  
a. Observasi  dilakukan di pusat kegiatan Pimpinan Pusat Persatuan Islam Istri (PP 
Peristri) beralamat di  jalan Kalipah Apo Bandung.  
b. Dokumen dan Literasi sebagai penyempurna data yang diperoleh selama 
penelitian.  
c. Wawancara digunakan untuk menggali data dari informan Ibu Hj. Titin 
Suprihatin, M.H., selaku Ketua Bidang Jamiyyah PP Persistri baik berupa tulisan 
kajian maupun rekaman dari pernyataan yang disampaikan sebagai bentuk dari 
kebijakan, berpedoman pada pedoman observasi dan pedoman wawancara yang 
telah dirumuskan sebelumnya.8 
E. Prosedur Analisis Data 
Teknik Analisis data akan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan permsalahan 
penelitian. Adapun analisis yang dilakukan akan menggunakan langkah-langkah sebagai 
berikut: 
1. Analisis Teks (deskription) 
Teks berupa RUU P-KS dan Pernyataan Informan dari PP Persistri akan 
dianalisis melalui pendekatan linguistk yang mencakup bentuk formal seperti kosa 
kata, tata bahasa dan struktur tekstual. Dari masing-masing bentuk formal tersebut 
akan dianalisa lebih lanjut dengan menarik nilai-nilai di dalamnya, meliputi nilai 
eksperimental, nilai relsioal, nilai ekspresif dan nilai konektif yang menghubungkan 
bagian-bagian dalam teks.9 
2. Analisis Proses (interpretation) 
                                                             
8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.(Jakarta: PT Rineka Cipta, cet.15, 
2013),203. 
9 Norman Fairclough, Language and Power, 108-109. 
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Interpretasi dibagi dua kepada  interpretasi teks dan situasi konstektual. 10 
 
3. Analisis Sosial (eksplanation) 
Analisis ini diorientasikan untuk menggambarkan wacana sebagai bagian dari 
praktik sosial dan menunjukkan ketepatan wacana terhadap struktur sosial dan 
efeknya. Struktur sosial yang menjadi fokus pada analisis ini adalah relasi kekuasaan, 
adapun praktik sosialnya adalah praktik perjuangan sosial.11 Keduannya akan dilihat 
dari tiga aspek; level sosial (identitas), Institusional (relasi), dan situasional 
(idiologi).12 
Dengan demikian, informasi data didapatkan dari informan diamati, diseleksi, dikaji,  
dan diverifikasi kemudian dianalisis secara mendalam sehingga mendapatkan data utuh dari 
permasalahan yang diharapkan.13  
F. Prosedur dan Teknik Pengujian Keabsahan Data 
Rencana Pemeriksaan Uji keabsahan data, yang meliputi;  uji credibility (validitas 
internal), Transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability 
(objektivitas). Namun, uji keabsahan data lebih diutamakan  pada uji kredibilitas data. Uji 
kredibilitas dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, 
trianggulasi, diskusi,  member check dan analisis kasus negatif.  
PEMBAHASAN 
A. Rancangan Undang-undang  Penghapusan Kekerasan Seksual 
1. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) dan Analisa Kritis 
RUU P-KS saat ini menjadi RUU inisiatif DPR RI, namun perlu dijelaskan bahwa 
sejarah RUU P-KS  ini awalnya diajukan oleh KOMNAS Perempuan melalui anggota Baleg 
DPR RI yang kemudian disetujui dalam rapat Paripurna menjadi RUU. Selanjutnya 
berdasarkan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI dan Pimpinan Fraksi dalam 
masa sidang V tahun 2016-2017 yang dilaksanakan tanggal 15 Juni 2017 menyerahkan 
pembahasan RUU P-KS kepada Komisi VIII DPR RI.14 
                                                             
10 Norman Fairclough, Langguage and Power, 119-120. 
11 Norman Fairclough, Language and Power, 135. 
12 Norman Fairclough, Langguage and Power, 136-137. 
13 Moleong L.J., Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung : Pt Remaja Rosdakarya, 2007),45. 
14 Sodik Mujahid, Pimpinan Komisi VIII DPR RI. RUU tentang Penghapusan Kekekrasan Seksual 
(Peran Negara dalam Melindungi Perempuan dan Anak Indonesia). Jakarta, 2019. 
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Banyaknya pasal dalam RUU P-KS tidak mungkin untuk dianalisa semua, maka 
Peneliti akan menyoroti khusus pada pasal pasal yang dianggap bersinggungan atau dapat 
merongrong kestabilan tatanan kehidupan berumah tangga sebagai institusi pendidikan  
informal. Diawali dari RUU Penghapusan Kekerasan seksual (P-KS) Pasal 1 angka 1 yang 
dimaksud dengan  kekerasan seksual adalah “setiap perbuatan merendahkan, menghina, 
menyerang, dan/atau  perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau 
fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang 
menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaaan bebas, 
karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender,yang berakibat atau dapat berakibat 
penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikiss, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, 
budaya dan/atau politik.” 
Dalam pengertian tersebut terdapat unsur unsur kekerasan seksual diantaranya; 1) setiap 
perbuatan merendahkan, menghina, meyerang, dan/atau Perbuatan Lainnya; 2) terhadap tubuh, 
Hasrat Seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi; 3) secara paksa, bertentangan dengan 
Kehendak Seseorang; 4)  yang menyebabkan seseorang itu Tidak Mampu  memberikan 
Persetujuan  dalam Keadaan Bebas; 5) karena ketimpangan relasi kekuasaan dan /atau relasi 
Gender ; 6) yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, 
psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. 
Ketua Perkumpulan Penggiat Keluarga (GiGa) seorang Profesor dari IPB, memiliki 
pandangan sendiri dalam menganalisa RUU P-KS yang menurutnya sangat serius, yakni upaya 
memisahkan agama dari keseharian  masyarakat dan kehidupan keluarga.  Seperti dalam  pasal-
pasalnya itu bermasalah sedikit, namun itu  ruh dari RUU tersebut, karena di dalam pasal itu 
tidak mengenali agama, miskin nilai-nilai agama begitupun dengan falsafah bernegara. Intinya 
bahkan memisahkan kehidupan beragama dalam kehidupan sehari-hari.15 
Berdasarkan tijauan atas pasal 1 angka 1 RUU P-KS maka, pengertian kekerasan 
seksual tidak mengandung nilai-nilai agama, khususnya agama Islam. selanjutnya kaliamat 
“setiap perbuatan”, setiap perbuatan yang dilakukan  oleh orang dalam ikatan perkawinan yang 
sah (suami istri) atau perbuatan orang yang di antara mereka tidak terikat perkawinan yang sah 
bukan perbuatan kekerasan seksual atau bukan perbuatan pidana. 
Kemudian interpretasilainnya dalam pengertian kekerasan seksual pada kalimat di atas  
“terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang”  ditafsirkan bahwa dengan kata lain setiap 
perbuatan terhadap tubuh, hasrat seksual (baik secara heterogen mauapun homoseksual) dan 
                                                             
15 Euis Sunarti. Kajian Ilmiah Polemik RUU P-KS Yang Harus Kita Hadapi. IPB.  
https://seruni.id/polemik-ruu-pks-yang-harus-kita-hadapi/. 
Al-Mujaddid | Jurnal Ilmu-ilmu Agama ISSN: 2655-271X 
VOL.2, NO.1 | JUNI 2020 8 
 
 
 
 
atau fungsi reproduksi seseorang yang mampu memberikan persetujuan adalah bukan 
perbuatan kekerasan. Menurut hukum Islam sangatlah jelas bahwa setiap hasrat seksual 
(heteroseksual maupun homoseksual) yang dilakukan terhadap seseorang walaupun “atas 
Persetujuan” adalah “Kejahatan seksual” karena sangat bertentangan dengan quran surat An-
Nisa ayat 15, Quran surat An-Nur ayat 2, dan hadits Nabi Muhammad SAW tentang 
Gamidiyah. Dengan kata lain  rumusan Pasal 1 angka 1 RUU P-KS bertentangan dengan nilai-
nilai agama (hukum) Islam dan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila pertama 
Pancasila. Pasal 1 angka 1 RUU P-KS diindikasikan “membiarkan” perbuatan seksual (Zina, 
Homoseksual, Heteroseksual) yang dilarang dalam syariat Islam.16 
Kaitan dengan ketahanan keluarga, dari pengertian kekerasan seksual RUU P-KS 
khususnya pada Pasal 1 angka 1 yang sarat nilai-nilai agama. Begitupun pasal 1 angka 1  bunyi 
“setiap  perbuatan”  mengandperkawinan yang sah (suami istri) atau perbuatan orang yang 
dinantara mereka tidak terikat perkawinnan yang sah.17 Wacana kritis tersebuat tentanga RUU 
P-KS padan 1 angka 1 jelas sekali  jika dibiarkan akan sangat berdampak pada ketahanan 
keluarga, sebab ikatan perkawinan tidak lagi menjadi suci dengan nilai ibadah. Kebebasan 
mengekspresikan hasrat  seksual, perbuatan yang sebenarnya tidak mengadung unsur pidana 
malah dipidanakan dan hal lainnya yang jelas sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang 
sudah lama diberlakukan di Indonesia sebagai landasan dasar dalam bernegara. 
Draft RUU Penghapusan kekerasan seksual (P-KS) dalam pasal 3 bertujuan untuk 1) 
mencegah segala bentuk kekerasan seksual, 2) menangani, melindungi dan memulihkan 
korban, 3) menindak pelaku, dan, 4) mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual. 
RUU P-KS pasal 12 Pelecehan Seksual; (1) Pelecehan seksual dimaksud dalam pasal 
11 ayat (2) huruf a adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tinakan fisik atau 
non fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait 
hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau 
dipermalukan. (2) Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a 
adalah delik aduan, kecuali jika  dilakukan terhadap anak, penyandang disabilitas dan anak 
dengan disabilitas.  
Unsur-unsur pelecehan seksual sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 11 ayat (2) 
huruf a adalah 1) Kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk a. Tindakan fisik atau b. 
                                                             
16 Neng Djubaidah. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam. Seminar 
Naional RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Peran Negara dalam Melindungi Perempuan dan 
Anak Indonesia. Program Studi Doktor Ilmu Hukum UNISBA, Bandung, 2019 hal 29-30. 
17 Neng Djubaidah. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam. Seminar 
Naional RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Peran Negara dalam Melindungi Perempuan dan 
Anak Indonesia. Program Studi Doktor Ilmu Hukum UNISBA, Bandung, 2019 hal. 28.  
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Non fisik. 2) Kepada orang lain, 3) yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan 
terkait hasrat seksual, 4) sehingga mengakibatkan orang lain a.terintimidasi, b. terhina, c. 
direndahkan, atau d. dipermalukan.  Penjelasan Pasal 12 RUU P-KS penjelasan pelecehan 
seksual yang dimaksud dengan “tindakan fisik” antara lain: 1. a. sentuhan, b. colekan, c. 
serangan atau d. cara- cara lain. 2 yang mengenai a. alat kelamin, atau b. Anggota tubuh. 3. 
yang berhubungan dengan seksual dan seksualitas seseorang termasuk a. dada, b. peyudara, c. 
pantat, d. rambut. Sedang penjelasan Pasal 12 yang dimaksud dengan “tindakan non fisik” 
meliputi namun tidak terbatas pada: a. siulan, kedipan mata, b. Gerakan atau isyarat atau 
bahasa tubuh yang memperlihatkan atau menyentuh atau mempermainkan alat kelamin; c. 
ucapan atau komentar yang bernuasa seksual atau ajakan atau yang mengarah pada ajakan 
melakukan hubungan seksual, d. mempertunjukkan materi-materi pornografi, dan e. memfoto 
secara diam-diam dan atau mengintip seseorang. Bentuk ancaman dapat dilakukan secara 
verbal dan non verbal, secara langsung atau tiak  langsung, atau melalui isyarat tertentu. 
Tempat dilakukan pelecehan seksual tidak dibatasi, apakah perbuatan dilakukan dimuka 
umum, atau di hadapan orang lain, atau di dalam rumah tangga, atau di luar rumah tangga, 
karena itu perbuatan “ pelecehan Seksual” adalah perbuatan yang dapat dilakukan di muka 
umum, di hadapan orang lain, di dalam rumah tangga, atau di luar rumah tangga.18 Penjelasan 
dari pengertian perbuatan pidana di muka umum dan di muka orang lain, dalam RUU KUHP 
pengertian “ di muka Umum” menurut Pasal 468 Huruf a. yang dimaksud dengan “di muka 
umum” adalah menunjuk pada dapat dilihatnya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang 
lain. Jadi kemungkinan dapat dilihatnya perbuatan tersebut merupakan suatu unsur tindak 
pidana ini. Oleh karena itu, kehadiran orang yang melihat itu sendiri di tempat dilakukannya 
perbuatan tidak menjadi syarat. Sedangkan pengertian “di muka orang lain” menurut 
penjelasan RUU KUHP 2004, pasal 468 huruf b, yaitu; yang dimaksud dengan “di muka orang 
lain” adalah perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan di suatu tempat di hadapan orang 
lain tanpa adanya kemauan sendiri orang lain tersebut. Kehadiran orang lain tersebut di tempat 
terjadinya perbuatan itu merupakan suatu kenyatan.19 
Dari berbagai wacana terkait dengan sikap kontroversi rancangan Undang-undang 
tentang Penghapusan Kekerasan seksual bisa terlihat dari beberapa  rekomendasi bahwa RUU 
P-KS masih perlu pengkajian mendalam terutama berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai 
                                                             
18 Neng Djubaidah. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam. Seminar 
Naional RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Peran Negara dalam Melindungi Perempuan dan 
Anak Indonesia. Program Studi Doktor Ilmu Hukum UNISBA, Bandung, 2019, hal 44. 
19 RUU KUHP 2004, Pasal 468 huruf a dan b. 
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agama, nilai-nilai Pancasila, dan budaya bangsa menjadi rujukan utama dalam penyusunan 
RUU P-KS. 
RUU P-KS masih perlu sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan 
terkait dengan substansi materi kekerasan seksualitas dalam berbagai dimensi. Yang paling 
utama dalam menyorotinya adalah dampak bagi ketahanan keluarga akan goyah mengingat 
katahanan keluarga sebagai institusi yang sangat penting.20 
Kalangan akademisi dan LSM yang menolak Draft RUU P-KS, dengan mengemukakan 
pertimbangan sebagai berikut 1) jika RUU P-KS (versi DPR RI) bertahan dengan memuat 
ketentuan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang ada pada saat ini, maka RUU P-
KS hendaknya ditolak, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai Pancasila, 
2) jika diperlukan dan sangat penting dapat dibentuk RUU tentang Kejahatan Seksual yang 
isinya sesuai dengan syariat Islam (hukum Islam), sebagaimana usulan Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) Pusat, 3) isi RUU P-KS hendaknya meliputi semua tindak pidana kejahatan 
seksual, seperti zina, liwath, dan musahaqh (homoseksual), biseksual, bestiality, zoophilia, 
necrophilia, dan lain-lain yang kedudukannya (RUU tersebut) sebagai LEX Spesialis Derogat 
Lex Generalis, sehubungan dengan RUU KUHP sudah menentukan Tindak Pidana Zina namun 
masih Delik Aduan oleh Isteri, suami, anak, orang tua dan percabulan., 4) jenis-jenis tindak 
pidaana kekerasan seksual dalam RUU PKS dudah diatur dalam berbagaiudang-undang dan 
peraturan perundang-undangan lainnya. 5) apabila terdapat ketentuan tindak pidana yang elum 
lengkap, atau belum jelas atau belum ada Undang-undaang yang ada, maka hendaknya 
dilakukan perubahan atas undang-unndang yang bersangkutan. Karena itu, jika tidak dibentuk 
RUU Kejahatan seksual pun , maka tinak pianaa kejahatan seksual (kekeraasan seksual) yang 
dianggap belum diatur dalam undang-unadang atau Peraturan Perundang-undangan yang telah 
ada, dapat dilakukan revisi Undang-undang yang bersangkutan., 6) RUU P-KS dapat menajdi 
pintu masuk bagi diugahnya Undang-unang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan 
lainnya yang terkait, sehingga dapat memperlemah kekokohan dan ketahanan kelaurga dan 
masyarakat, serta masarakat hukum adat setempat.21 
Peran dan fungsi dari Ormas Keagamaan Islam haruslah lebih dioptimalkan agar 
mampu tampil memberikan pemahaman yang objektif kepada umat dengan membeberkan 
alasan pro maupun kontra tergadap RUU P-KS.  Dengan demikian, peran dan fungsi Ormas 
                                                             
20 Cecep Darmawan, Kontroversi Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. 
Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik, Inovasi Pendidikan dan Pendidikan Kedamaian LPPK UPI, 
Bandung, 2019, hal. 10. 
21 Neng Djubaidah. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam. Seminar 
Naional RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Peran Negara dalam Melindungi Perempuan dan 
Anak Indonesia. Program Studi Doktor Ilmu Hukum UNISBA, Bandung, 2019, hal 166. 
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Keagamaan sudah sangat jelas yaitu memberikan pemahaman, pengetahuan, pendidikan dan 
perlindungan hukum kepada umat.  
 
 
2. Analisis Wacana Kritis tentang RUU P-KS Perspektif PP Persistri 
RUU P-KS yang beredar dan diuji materilkan menurut informan PP Persistri terdapat 
dua versi, yaitu versi pertama yang memiliki 152 pasal dan  yang memiliki 184 pasal. Telaah 
dari informan terhadap RUU P-KS; Pertama, bahwa kedua-duanya tidak mencantumkan Pasal 
28J UUD RI 1945 bahwa HAM harus sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 
keamanaan dan ketertiban umum. Kedua, kedua-duannya tidak mengkaitkan secara tertulis 
dengan perundang-undangan yang lain. Ketiga, Versi 152 pasal hanya mencantumkan 
kewenangan DPR untuk membuat Undang-undang. 
Beberapa analisis kritis  PP Persistri gulirkan sehingga menegaskan sikap penolakan 
terhadap RUU P-KS.  Terdapat beberapa catatan jika RUU P-KS tersebut dipaksakan 
diundang-undangkan jika mengadakan perubahan dibeberapa pasal yang dianggap dapat 
merusak ketahanan keluarga Islam dan juga lebih luasnya dapat merusak tatanan kehidupan 
masyarakat.  
Terdapat banyak pasal yang dianalisa secara kritis oleh Narasumber dari PP Persistri, 
dalam hal ini Penulis akan membatasi hanya pasal yang dianggap terkait dengan konsep 
ketahanan keluarga Islam. Analisis kritis pertama dikonsentrasikan pada bab 1 pasal 1 angka 1 
tentang ketentuan umum dari arti kekerasan seksual, tafsiran yang didapatkan dari infofrman 
selaku ketua Bidang Jamiyyah PP Persistri menyatakan bahwa hasrat seksual seseorang bisa 
jadi bertentangan dengan kehendak seseorang atau bahkan memberikan persetujuan dalam 
keadaan bebas, ini berarti pemenuhan hasrat seksual itu mengikuti kehendak seseorang padahal 
Islam mengatur dengan sangat sempurna untuk pemenuhan hasrat seksual manusia hanya 
dengan perkawinan.  
Analisis Kritis Pasal 2 tentang penjelasan kepastian hukum, bahwa penegakan dan 
proses hukum pidana kekerasan seksual harus tetap dilajutkan walaupun ada upaya-upaya lain 
untuk menghentikan berjalanya proses hukum yang dilakukan atas nama tradisi, hukum adat, 
atau kondisi sosial dan politik sempat. Menurut narasumber dari PP Persistri pasal 2 ini ditinjau 
dalam persektif Islam bahwa penyelesaian masalah dalam keluarga dapat dilaksanakan dengan 
Islah antara suami Istri sebagaimana tercantum dalam QS An-Nisa: 128. 
Pasal 11 ayat (1) kekerasan seksual terdiri dari; a. Pelecehan seksual, b. Eksploitasi 
seksual, c. pemaksaan kontrasepsi, d. Pemaksaan aborsi, e. Perkosaan, f. Pemaksaan 
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perkawinan, g. Pemaksaan pelacuran, h. Perbudakan seksual, dan atau Penyiksaan seksual. 
Tafsir argumentum dan contrario menurut PP Persistri pemaksaan aborsi bagaimana jika tidak 
dipaksa berarti boleh, begitupun jika pelacuran tidak dipaksa maka dibolekan juga karena tidak 
ada paksaan dan karena keridlaan sendiri. Dan ini bertentangan dengan tafsir otentik pasal 13 
tentang persetujuan yang diberikan oleh anak tidak dianggap persetujuan yang sesungguhnya, 
ini berarti persetujuan orang dewasa dianggap persetujuan sesungguhnya.  
Pasal 11 ayat (2) kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa 
kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, dan 
situasi khusus lainnya. Menurut Informan adanya kata-kata rumah tangga, maka undang-
undang ini  berlaku juga dalam hubungan antara suami dan istri dan antara orang tua dengan 
anak. Analisa dalam persepsi Islam dalam QS. Al-Baqarah  ayat 228 menyatakan bahwa suami 
atau istri yang melakukan hal tersebut dapat dipidanakan berdasarkan telaah sistematis Pasal 11 
bahwa UU ini berlaku pula dalam lingkup rumah tangga. Islam sebagai agama yang sempurna 
telah mengatur dengan bijak masalah hubungan suami istri sebagai kewajiban yang timbal 
balik dan ada muqadimahnya.     
RUU PKS Pasal 17, Pemaksaan Perkawinan adalah kekerasan seksual yang dilakukan 
dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu 
muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat 
memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan. Penjelasan dari 
Pasal ini dianggap juga sebagai pemaksaan perkawinan jika perkawinan perempuan korban 
laki-laki pelaku kekerasan seksual, dan perkawinan perempuan korban dengan laki-laki bukan 
pelaku kekerasan seksual sekalipun dengan persetujuannya.dalam pasal 116 ayat 2 dinyatakan 
bahwa setiap orang yang melakukan pemaksaan perkawinan dengan tujuan menutup sesuatu 
kejadian yang dianggap menimbulkan aib keluarga atau masyarakat, atau dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun danpaling lama 12 (dua belas ) tahun dan pidana 
tambahan pembinaan khusus. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan kejadian yang 
menimbulkan aib keluarga dan atau masyarakat meliputi antara lain erkosaan dan ketertarikan 
seksual.  
Pasal  116 ayat 2 menurut informan; 1)  orang tua dapat dipidanakan jika memaksa 
anaknya untuk menikah walaupun anaknya sudah dipandang memiliki hubungan (pacaran) 
yang berlebihan atau ada ketertarikan seksual sesama jenis, 2) dikawinkan dengan yang 
memperkosa tidak boleh dikawinkan dengan laki-laki lain walaupun dengan persetujuannya. 3) 
mendegradasi bahkan merusak lembaga perkawinan, 4) tetapkan dulu KUHP Nasional agar 
diketahui aturan tentang perzinahan sebagai genusnya. Analisis Wacana Kritis dari pasal  116 
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ayat 2 dampak terhadap ketahanan keluarga sangat luarbiasa diantaranya orang tua bisa 
dipidanakan jika memaksakan anaknya untuk menikah tanpa ada keridloan begitupun dengan 
anak yang diperkosa  solusinya terlebih dahulu tetapkan KUHP Nasional agar diketahui aturan 
tetang perzinahan sebagai genusnya. 
B. Ketahanan Keluarga  
1. Konsep Ketahanan Keluarga 
Tindakan depentif dan rekonstruktif ketahanan keluarga sebagai institusi pendidikan 
informal dalam membangun adab dan peradaban manusia Indonesia menurut teori  teori 
Ekologi Erikson dipengaruhi oleh banyak faktor, baik mikro, messo, makro bahkan eco. 
Dengan faktor-faktor  tersebut person harus menemukan identitas dalam potensi-potensi  
masyarakatnya, sedangkan perkembangannya harus selaras dengan syarat-syarat yang 
dicanangkan masyarakat.22 Intinya bahwa kehidupan  seseorang akan sangat dipengaruhi oleh 
faktor-faktor mikro, messo, makro dan eco.  
Mikro adalah pola asuh yang dilaksanakan di rumah oleh orang tua dan keluarga besar 
anak yang berpengaruh sangat dominan bagi perkembangan anak-anak. Messo adalah potensi 
yang  turut memberikan pengaruh dalam perkembangan anak setelah anak mulai ke luar rumah 
dan lebih luas dalam pergaulannya baik di lingkungan  bermain, sekolah dan lingkungan di 
sekitaran anak. Adapun makro disini adalah program, peraturan, perundang-undangan yang 
diberlakukan di sebuah negara seperti RUU P-KS yang jelas sangat memepengaruhi tatanan 
keluarga Islam. Eco adalah kondisi iklim biografi dimana  tinggal.  
Faktor Makro dari teori Ekologi Erikson inilah yang kemudian menjadi konsentrasi 
pembahasan lebih lanjut dalam menganalisa dampak yang ditimbulkan dari RUU P-KS.  
Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) salah satu bentuk 
realitas sosial yang kemudian diekstenalilsasikan oleh Pemerintah melalui Komisi VIII DPR 
RI. Kebijakan makro yang salah berdampak pada tatanan kehidupan salah satunya adalah 
keluarga. Mengingat perundang-undangan adalah produk material yang berdampak pada 
mental dan spiritual warga termasuk tatanan dan ketahanan keluarga.  
Keluarga sarana terpenting dan utama bagi pendidikan anak-anaknya. Keluarga sebagai 
candradimuka pertama dalam membentuk kepribadian dan jatidiri bangsa, maka jika keluarga 
diporak rodandakan oleh sebuah undang-undang yang dengan sengaja merubah tatanan dan 
dijauhkan dari nilai agama, adat, kebudayaan bisa dipastikan kehancuran umat dan 
                                                             
22 Erik Hombirger Erkson. Childhood and society. 
https://id.wikipedia.org/wiki/Erik_Erikson#7._Generativitas_vs._Stagnasi,  diunduh pada tanggal 14 
Agustus 2019. Pukul. 22.31 WIB. 
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ketidakteraturan tatanan sosial menjadi taruhannya.  Keluarga adalah kesatuan individu dalam 
masyarakat.  Adapun keluarga yang baik dan hidup di lingkungan yang baik akan 
mendatangkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Ketahanan adalah kekuatan (hati, fisik) 
Kesabaran.23  
Ketahanan Keluarga suatu keadaan dimana suatu keluarga memiliki kemampuan fisik 
maupun psikis untuk hidup mandiri  dengan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing 
individu dalam keluarga tersebut, untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahgia, lahir 
dan batin di dunia maupun di akhirat kelak.  Adapun  Ketahanan Keluarga secara definisi 
adalah kondisi dinamis suatu keluarga  yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta 
mengandung kemampuan  fisik-materil dan psikis  mental spritual gaya hidup mandiri, dan 
mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup  harmonis dan meningkatkan kesejahteraan 
lahir dan batin.24  Ketahanan Keluarga adalah kemampuan  keluarga dalam mengelola sumber 
daya dan masalah yang dihadapinya, untuk mememuhi kebutuhan  anggotanya.25 Indikator dari 
katahanan keluarga terbagi menjadi lima yaitu; 1) ketahanan agama, 2) Ketahannan Fisik, 3) 
Ketahanan ekonomi, dan 5) ketahanan Sosial .26 Pendapat lain dikatakan bahwa wujud 
ketahanan keluarga perspektif Islam terdapat 5 aspek,  yaitu 1) Memiliki Kemandirian Nilai, 
maksudnya adalah nilai islam menjadi landasan dan pedoman dalam hidup berumahtangga. 2) 
Memiliki Kemandirian Ekonomi maksudnya memiliki konsep tangan di atas lebih baik dari 
tangan di bawah. Dengan demikian keluarga tersebut memiliki kemandirian dalam membiayai 
semua kebutuhan keluarga tanpa mengandalkan orang lain. 3) Memiliki Katahanan dalam 
Menghadapi Goncangan. Konflik antar anggota keluarga kadang juga berakibat patal bagi 
keutuhan keluarga. Oleh karenanya diperlukan strategi dalam mengahadapinya dengan ilmu, 
konsolidasi, serta kerjasama antara pemegang pokok dalam rumah tangga yaitu suami isteri. 4) 
Keuletan dan Ketangguhan Dalam Memainkan Peran Sosial. Keshalehan seorang muslim tidak 
hanya bersifat pribadi dan keluarganya, tapi keshalehan sosial dan terlebih kesholehan pada 
sang Kholik. 5) Mampu Menyelesaikan Problema Yang Dihadapi.  Dalam situasi menghadapi 
problema hidup, sangat penting bagi insan keluarga untuk terus mengokohkan ketaqwaan 
kepada Allah swt.27 
                                                             
23 KBBI 
24 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 
25 Sinarti, E., dan Ftriani. Kajian  Modal, dukungan sosial, daan ketahanan keluarga nelayan di daerah 
rawan Bencana. Jurnal Ilmu Kleuarga dan Konseling, hal. 93-100, tahun 2010 
26 Muhammad Iqbal. Psikologi Ketahanan Keluarga. Jurnal. ISSN 2477-1686. Vol. 3 No.9, Fakultas 
Psikologi, Universsitas Mercu Buana. Published 04 September 2017. 
27 https://www.eramuslim.com/peradaban/pemikiran-islam/drs-h-ahmad-yani-ketua-lppd-khairu-ummah-
ketahanan-keluarga.htm#.WSeHwdcppj0,diunduh pada tagal 22 juni 2020. Pukul 11.45. 
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Keluarga yang memiliki ketahanan akan mampu mengoptmalkan peran dan fungsinya 
sebagai lembaga pendidikan informal. Optimalisasi peran anggota keluarga sebagai institusi 
pendidikan informal akan mampu juga melahirkan generasi yang mampu juga bersaing dan 
selamat dalam pergulatan kehidupan. 
2. Konsep dan Pola Konsultasi Keluarga Perspektif PP Persistri.  
Persatuan Islam Istri (PERSISTRI) merupakan salah satu badan otonom dari Persatuan 
Islam Istri (PERSIS).28  Persatuan Islam Istri (Persistri) didirikan di Bandung pada hari Jumat 
tanggal 11 Syawal 1355 H / 25 Desember 1936.29  Visi Persistri adalah terciptanya masyarakat 
perempuan yang berpegang teguh pada syariat Islam berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.30 
Sedangkan misi Persistri adalah mendidik muslimah hidup ber-jamaah, ber-imamah, ber-
Imarah, tunduk dan taat kepada nizham jamiyyah  yang sejalan dengan al-quran dan as-
sunnah.31 Persistri bertujuan agar anggota memahami  dan mengamalkan ajaran Islam secara 
kaffah menurut untunan Al-quran dan as-Sunnah.32  Rencana Jihad Persistri, meliputi: 1) 
Memberdayakan dan mengembangkan potensi jamiyyah demi terwujudnya jamiyyah sebagai 
miniatur kehidupan Islam, 2) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam di 
kalangan anggota Khususnya dan Muslimat umumnya sehingga tercipta al-maratussahalilalh. 
3) Meningkatkan kesadaran muslimat untuk bermuamalah secara jamai dalam segala aspek 
kehidupan. 4) Melakukan  penelitian dan pengkajian ilmiah keislaman dalam rangka 
memelihara  dan mengembangkan ruhul jihad.33  
Ketahanan Keluarga merupakan tema besar dari  muktamar masa jihad 2015-2020 
Persatuan Islam Istri (Persistri). Dalam muktamar tersebut menghasilkan rumusan program 
jihad. Program jihad tersebut dipetakan melalui pembidangan yang meliputi Bidang Jamiyyah, 
Bidang Tarbiyah, Bidang Dakwah, Bidang Maliyah. Secara spesifik program kerja disesuaikan 
dengan masing-masing bidang garapan.  
Dalam Bidang Tarbiyah memiliki bidang garapan pendidikan anak usia dini dan bidang 
garapan konsultasi kelaurga. Tujuan Bidgar Konsultasi keluarga adalah menumbuh 
                                                             
28 Qaidah Asasi dan Qaidah Dakhili Persatuan Islam Istri Masa Jihad 20215-2020. BAB I Wajah dan 
Wijhah Pasal I ayat 1. 
29 Qaidah Asasi dan Qaidah Dakhili Persatuan Islam Istri Masa Jihad 20215-2020. BAB I Wajah dan 
Wijhah Pasal I ayat 2 
30 Qaidah Asasi dan Qaidah Dakhili Persatuan Islam Istri Masa Jihad 20215-2020. BAB I Wajah dan 
Wijhah Bagian Kedua Visi dan Misi Pasal2  
31 Qaidah Asasi dan Qaidah Dakhili Persatuan Islam Istri Masa Jihad 20215-2020. BAB I Wajah dan 
Wijhah Bagian Kedua Visi dan Misi, Pasal 3. 
32 Qaidah Asasi dan Qaidah Dakhili Persatuan Islam Istri Masa Jihad 20215-2020. BAB I Wajah dan 
Wijhah bagian Ketiga Asas dan Tujuan, Pasal 4. 
33 Qaidah Asasi dan Qaidah Dakhili Persatuan Islam Istri Masa Jihad 20215-2020. BAB I Wajah dan 
Wijhah Bagian keenam Rencana Jihad. Pasal 8. 
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kembangkan keharmonisan keluarga anggota dan keluarga umat Isalam pada umumnya, 
sehingga terwujud keluarga yang sakinah, mawadah wa rahmah.34  
Dalam Pedoman Kerja Persistri Ketua Bidang Garapan Konsiltasi Keluarga memiliki 
kewenangan kerja; meliputi; 1) membantu ketua Bidang Tarbiyah dalam  pelaksanaan tugas 
jamiyyah yang berkaitan dengan konsultasi Keluarga, 2) Bersama Ketua Bidang Tarbiyah 
mengkoordinasikan upaya pengembangan wawasan yang berkaitan dengan bidang garapan 
Konsultasi Keluarga, 3) Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas pelaksanan Lembaga 
Konsultasi Keluarga, 5) Bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Ketua Bidang 
Tarbiyah.35 
Program kerja dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanan (juklak) dan Petunjuk Teknis 
(juknis) Persatuan Islam Istri tahun 2015-2020, khusus terkait dengan keluarga ditangani oleh 
Bidang Garapan Konsultasi Keluarga. Tujuan dari konsultasi keluarga adalah 
menumbuhkembangkan keharmonisan keluarga anggota dan keluarga umat Islam 
padaumumnya, sehingga terwujud keluarga yang sakinah, mawadah wa rahmah. 36 Bentuk 
pembinaann dalam menumbuh kembangkan keharmonisan keluarga, ada tiga bentuk 
pembinaan, yaitu 1) melalui pemberian pemahaman tentang tugas dan fungsi masing-masing 
anggota keluarga, 2) melalui penerapan komunikasi  yang cerdas dan efektif dalam keluarga, 3) 
melalui pembinaan keterampilan menangani setiap permasalahan yang muncul dalam  
keluarga.37  
Dari pemeparan di atas Persatuan Islam Istri memiliki peran dan tanggung jawab dalam 
melindungi keluarga Islam. oleh karenanya secara aktif terus berusaha melindungi keluarga 
besar Persistri dan umat Islam secara umum. Diantara upaya adalah menganalisa dan 
mengkritisi RUU P-KS yang disinyair dapat menghancurkan tatanan keluarga secara sosial 
apalagi nilai-nilai Islam.  
Target Persatuan Islam Islam dalam membentuk ketahanan keluarga secara nilai islam 
dan memiliki ketahanan secara sosial dan mandiri secara finansial. Ketahanan keluarga secara 
nilai Islam mengandung arti anggota keluarga terutama orang tua memberikan panutan dalam 
hidup bersyariah Islam agar seluruh anggota keluarga faham agama islam. Keluarga yang 
istiqomah pada kebaikan mampu berpengaruh positif pada lingkungan sekitarnya. Begitupun 
                                                             
34 PP Peristri. Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis Kerja Persatuan Islam Istri masa Jihad 2015-2020. 
Bandung. September 2016. 
35 Pedoman Kerja Persatuan Islam Istri tahun 2015-2020. Pasal 27. Ayat 1 sampai 4. 
36 Juklah Juknis  Bidang Garapan Konsultasi Keluarga Pasal 1 Tujuan. Bandung,  Persatuan Islam Isltri 
2015-2020 
37 Juklah Juknis  Bidang Garapan Konsultasi Keluarga Pasal 2 Pembinaan. Bandung,  Persatuan Islam 
Isltri 2015-2020 
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dengan anak-anak yang ditempa melalui kebiasaan dan nlai-nilai yang baik dalam keluarga 
akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat.  Ketahanan keluarga secara sosial dan mandiri secara 
finansial berarti keluarga tersebut mampu memenuhi kebutuhan keluarga. kemandirian 
keluarga dimulai dari memberdayakan diri sendiri untuk dapat aktif dan produktif dengan cara 
memberdayakan keluarga inti. Islam memberikan penekanan untuk menjaga ketahanan 
keluarga dengan akhlak yang mulia. Agar keluarga selalu terpelihara dan terhindar dar sika api 
neraka (QS. AT-Tahrim 66:6). 
C. Analisis  Kritis RUU P-KS terhadap Ketahanan Keluarga sebagai Institusi 
Pendidikan informal 
Peneliti dapat sajikan beberapa analisis dari wacana kritis Pimpinan Pusat Persatuan 
Islam Istri terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, diantaranya;  Sejalan dengan 
konsep teori Fakta Sosial  Durkheim  bahwa pada faktanya proses dan konsep dalam 
kehidupan adalah hasil dari kesepakatan sosial. Pada Faktanya dimana  sosial atau masyarakat  
sebagai komunitas mau tidak mau dan setuju maupun tidak setuju harus mengikuti aturan yang 
telah disepakati bersama. Jika kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan maka akan 
menimbulkan kekacauan dalam tatanan kehidupan mengakibatkan kerancuan, chaos daan 
ketidak aturaan tatanan kehidupan.38 RUU P-KS  adalah sebuah draft undang-undang yang 
akan menjadi hukum yang berlaku haruslah memiliki landasan  kebijakan yang ajeg, holistik 
dan komprehensif, memiliki rasa keadilan yang merata dengan tidak menyelewengkan dan 
mencederai nilai-nilai agama, adat, budaya bahkan falsafah bernegara yaitu Pancasila.  
Kaitannya dengan peran dan fungsi Ormas keagamaan sebagai  agen penanaman 
pemahaman  keagamaan, eduksi dan  advokasi, maka peran aktif dalam melindungi ketahanan 
keluarga menjadi sangat penting dan prioritas. Keluarga sebagai institusi pendidikan informal 
merupakan madrasah ula bagi anak-anak Islam. Sebuah keluarga Islam akan mampu bertahan 
jika memiliki pengetahuan yang deteil atau rinci tentang peran, fungsi dan tugas orang tua. 
Ketahanan keluarga pada hakekatnya terbagun dari keseimbangan pemahaman agama dan ilmu 
pengetahuan,  sebab ketidakseimbangan yang terjadi di dalam keluarga Islam  akan melahirkan 
permasalahan baru lainnya muncul. 
 
 
                                                             
38 Durkheim, Émile,; D.,, Halls, W. THE RULES OF SOCIOLOGICAL METHOD: AND SELECTED 
TEXTS ON SOCIOLOGY ANDA ITS METHO.  Review Chapter I : What is a Social  Fact? 
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KESIMPULAN 
PP Persistri beranggapan bahwa jika RUU P-KS dipaksakan untuk diundang-
undangkan dan tidak direvisi pada pasal-pasal  yang dianggap dapat merobohkan panji-panji  
ketahanan keluarga Islam, maka dengan tegas menolak RUU P-KS tersebut. Dengan alasan: 
RUU P-KS diadopsi dari negara yang melegalkan perzinahan. Gagasan yang mengiurkan 
dengan propaganda yang dilancarkan pada semua kalangan masyarakat di Indonesia yang 
memiliki core value Pancasila sebagai falsafah dan dasar hidup bernegara. Nilai-Pancasila pada 
sila 1 Ketuhanan Yang Maha Esa begitupun dalam Pembukaan UUD 1945 sangat jelas, maka 
jika RUU P-KS dipaksakan akan berpengaruh pada tatanan kehidupan keagamaan masyarakat 
yang mayoritas beragama Islam. 
PP Persistri  melihat dengan adanya  RUU P-KS  dapat menjadi pintu masuk bagi 
diubahnya Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Perundang undangan lainnya yang 
terkait,  sehingga dapat melemahkan  ketahanan keluarga  dan masyarakat, serta hukum adat 
setempat. RUU P-KS legal drafting  yang multi tafsir dan mengkhawatirkan bagi ketahanan 
keluarga Islam.  Bunyi dari pasal-pasal banyak  bersinggungan dengan aturan hukum keluarga 
yang di dalam Islam merupakan hak Allah untuk mengaturnya. Banyak jebakan yang dapat 
menimbulkan kecurigaan atau patut dicurigai membawa budaya yang merusak kepribadian dan 
bertentangan dengan agama Islam dan Pancasila. 
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